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ABSTRAC

This study aims to analyze the effectiveness of the Weekend Land Service
Program (PELATARAN) implemented at the Bogor Regency I Land Office in West
Java Province, as well as to identify the factors influencing its implementation. The
PELATARAN program is a public service innovation from the Ministry of Agrarian
Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), designed to
accommodate applicants who are unable to process land administration documents
during regular working hours (Monday—Friday) by offering priority services on
Saturdays and Sundays. This research employs a quantitative method with a
descriptive approach, using a questionnaire distributed to 67 respondents selected
through purposive sampling, all of whom are users of the PELATARAN program
at the Bogor Regency I Land Office. Effectiveness was measured using three
indicators adapted from the effectiveness theories of Gibson and Richard M. Steers:
goal achievement, productivity, and satisfaction. The instrument was tested for
validity using the Pearson Product Moment Correlation and for reliability using
Cronbach's Alpha, both of which confirmed that all items were valid and reliable.
The results show that the goal achievement indicator obtained the highest average
score (4.22, categorized as "very effective"), followed by the satisfaction indicator
(4.18) and the productivity indicator (4.12), both categorized as "effective." The
overall average score across the three indicators was 4.17, placing the
implementation of the PELATARAN program in the "effective" category.
Supporting factors include clear program objectives and direct handling by rights
holders, while inhibiting factors include limited queue capacity, system constraints,
and applicants' limited understanding of online registration and supporting

applications.
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BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara mendasar, pelayanan publik merupakan sebuah komitmen dari
pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dalam melayani
masyarakat Indonesia secara profesional serta adil, sistem birokrasi
pemerintahan pada sektor publik, para pegawai atau Aparatur Sipil Negara
(ASN) diwajibkan untuk menjunjung tinggi pelayanan berdasarkan amanat
dari hukum dasar yaitu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Nita, 2025).
Sesuai dengan fungsi utamanya, pemerintahan yaitu memberikan pelayanan
kepada masyarakat, maka permerintahan harus mempunyai upaya untuk
melakukan peningkatan kualitas untuk pelayanan publik yang hingga sampai
saat ini pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan masih banyak
menghadapi kondisi yang belum sesuai dengan fungsinya (Nuraini &
Habiburahman, 2023). Kualitas pada pelayanan publik sangat bergantung
tehadap kualitas dari pemberi layanan, yang dilakukan secara konsisten untuk

mencukupi harapan dari penerima layanan (Bali, 2024).

Fungsi dari pelaksanaan pelayanan publik mengacu kepada peraturan
Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang pelayanan publik menyatakan, untuk memberikan sebuah
kepastian hukum di dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara
pelayanan publik. Dengan adanya kepastian hukum tersebut yang berfungsi
sebagai jaminan kepada masyarakat atau pemohon, agar kebutuhan

masyarakat/pemohon terpenuhi sesuai dengan pedoman perundang-undangan

(Cendana & Oktariyanda, 2022).

Pelayanan publik pada bidang pertanahan menjadi isu yang strategis,
karena hampir seluruh kegiatan pembangunan serta aktivitas masyarakat
membutuhkan tanah, di dalam hal ini tanah sebagaimana dimaksudkan dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dijelaskan bahwa tanah



sebagai permukaan bumi yang penggunaannya berfungsi sebagai tempat
permukiman atau hunian, pertanian, perdagangan, transportasi, jasa, industri,
dan lain sebagainya yang dimana berbeda dengan makna penggunaan tanah
di Desa, pengggunaan serta pemanfaatan tanah di perkotaan dinilai
berdasarkan sisi ekonomi (Runturambi et al, 2022). Sebagaimana mestinya,
bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN memiliki fungsi di
pemerintahan sebagai pelaksana pelayanan untuk pengurusan Hak Atas Tanah
(HAT) yang berpedoman pada asas kehati-hatian di dalam pemeliharaan
administrasi pertanahan. Menyadari hal tersebut, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN, secara berkesinambung terus melakukan pembenahan serta
perbaikan pada pelayanan untuk masyaraka atau pemohon (Runturambi et al.,

2022).

Salah satu layanan yang masih sering banyak dikeluhkan oleh
masyarakat atau pemohon yaitu layanan di bidang pertanahan. Permasalahan
yang masih menyebabkan masyarakat atau pemohon banyak yang tidak
melakukan kegiatan administrasi pertanahan atau permohonan berkas
pertanahan, dikarenakan memiliki keterbatasan waktu yang digunakan untuk
bekerja, antrian pelayanan pada Kantor Pertanahan yang sering penuh dan
terbatas (Rachmadani & Meirinawati, 2016). Adapun tantangan layanan
publik lainnya pada instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, yaitu
masih kurangnya dalam pengoptimalisasi kegiatan layanan kepada
masyarakat dalam mengurus berkas administrasi pertanahan serta upaya
untuk menghilangkan persepsi terhadap masyarakat atau pemohon bahwa
pelayanan di Kantor Pertanahan sangat memakan waktu, sangat rumit, serta

diperlukannya perubahan dalam birokrasi (Adikara et al., 2023).

Sudah terdapat berbagai macam inovasi layanan publik yang dilakukan
oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Kantor Pertanahan, yaitu
salah satu bentuk inovasinya berupa Program Pelayanan Akhir Pekan
Pertanahan (PELATARAN) yang menyediakan sebuah loket pelayanan

prioritas untuk masyarakat atau pemohon dan bertujuan untuk meningkatkan



serta membantu masyarakat atau pemohon dalam mengurus berkas
pertanahan atau permohonan pada hari libur yang di khususkan pada hari
sabtu dan minggu (Nuraini & Habiburahman, 2023). Program Pelayanan
Akhir Pekan Pertanahan (PELATARAN) yang di selenggarakan oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN ini di resmikan sejak tahun 2022
dan mengacu pada Surat Edaran Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022 tentang loket
prioritas pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN dan program PELATARAN total terdapat 107 Kantor Pertanahan
Kabupaten dan Kota yang membuka pelayanan pada akhir pekan (sabtu dan
minggu) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dilaksanakan mulai
pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat. Melalui Program
PELATARAN ini yang memberikan kemudahan dan kesempatan khusus
kepada pemohon atau pemilik hak langsung untuk datang ke kantor
pertanahan dan mengurus administrasi berkas permohonan pertanahan tanpa

melalui perantara maupun kuasa (Nurdiana, 2025).

Kantor Badan Pertanahan Nasional pada Provinsi Jawa Barat terdiri
dari 28 Kantor Pertanahan dan Kantor Pertanahan yang mengikuti program
PELATARAN sebanyak 16, salah satu diantaranya yaitu Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor I. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I menjalankan
program PELATARAN ini dimulai pada tanggal 22 Agustus Tahun 2022.
Program PELATARAN ini menyediakan beberapa jenis layanan yaitu
layanan Informasi Pertanahan atau Pengecekan, Roya, Peralihan Hak (Jual
Beli, Hibah atau Waris), Peningkatan HGB ke HM Rumah Tinggal, Sertipikat
Pengganti, Validasi, Pendaftaran Surat Keputusan (SK), Ganti Nama Hak
Tanggungan, Merger Hak Tanggungan, Pengambilan Berkas, Pengukuran,
Pemecahan, Pemisahan, Penggabungan, Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah, Pendaftaran Pertamakali, Penghapusan BPHTB terhutang, dan Blokir.
Melalui pernyataan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, di
wilayah kerjanya mempunyai permohonan berkas yang tergolong sangat
besar setiap harinya dan hampir mencapai 600 permohonan. Permohonan

berkas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I pada periode bulan Januari-



Maret 2026 tercatat sebanyak 34.743 permohonan dan menduduki peringkat
ke dua se-Jawa Barat dalam permohonan berkas terbanyak. Dari fenomena
tersebut efektivitas kelancaran dalam program PELATARAN perlu perhatian

agar bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk keberlanjutan yang lebih baik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berupaya untuk meningkatkan
kualitas dalam layanan pertanahan di wilayah Jawa Barat dengan berperan
pada Program PELATARAN yang merupakan sebuah inovasi dari
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Dengan adanya Program
PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I ini diharapkan dapat
membantu masyarakat atau pemohon yang terkendala mengurus berkas pada
pelayanan hari kerja senin hingga jum’at, dapat mengurus berkas
permohonannya pada hari libur atau jam operasional Program PELATARAN
yang dilaksanakan dari pukul 08.00-12.00 WIB. Dengan adanya program
PELATARAN ini di harapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas

pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, peneliti akan melakukan
penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan
Akhir Pekan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I” penelitian ini
untuk mengetahui serta menganalisis lebih lanjut tentang tingkat efektivitas
dari masyarakat terhadap Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan yang

terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah di jelaskan, makan

berikut merupakan rumusan masalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pada pelaksanaan Program Pelayanan
Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor dalam wujud untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik?



2. Apasaja faktor yang mempengaruhi efektivitas pada pelaksanaan

Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor

Kabupaten Bogor 1?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan beberapa

pokok permasalahan yang telah di rumuskan, berikut tujuan dari

penelitian:

a.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pada Program
Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor 1.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tentunya memiliki manfaat untuk

peneliti serta pembaca, berikut ini merupakan manfaat dari penelitian:

a.

Manfaat ilmiah, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan mengkaji terkait

efektivitas pelayanan publik, program PELATARAN, dengan
demikian serta inovasi pelayanan pertanahan.

Manfaat praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

a) Untuk Kementerian ATR/BPN, penelitian ini bisa dijadikan
untuk sebuah referensi ilmiah terkait dengan Program
PELATARAN;

b) Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, penelitian ini
dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan
efektivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada

pelaksanaan program PELATARAN;



c) Untuk Politeknik Agraria STPN, penelitian ini dapat
digunakan untuk meningkatkan keilmuan dalam penelitian
serta pengetahuan di bidang pertanahan yang berkaitan
dengan pelayanan publik serta program PELATARAN;

d) Untuk peneliti, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan
sebagai penambah wawasan ilmu dalam pelayanan publik
maupun pada program PELATARAN di bidang pertanahan.

c. Manfaat sosial, pada penelitian ini diharapkan untuk bisa
memberikan informasi-informasi serta pengetahuan kepada
pemohon ataupun masyarakat dalam pelaksanaan program

PELATARAN.

Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki batasan masalah yang membuat fokus
kepada permasalahan yang akan dihadapi dalam menganalisis efektivitas dari
Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor I, berikut batasan masalah pada penelitian:

1. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Provinsi
Jawa Barat;

2. Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan menjadi fokus utama
didalam penelitian ini untuk meninjau seberapa jauh efektivitas dari tiga
indikator pada Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor I.

3. Penelitian ini hanya untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas
dengan menggunakan teori efektivitas Gibson dan Richard M Strees

pada program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.



BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terhadap

wujud inovasi pelayanan publik yaitu Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, berikut merupakan hal-hal yang

dapat disimpulkan:

1.

Pelaksanaan program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor I telah memberikan kontribusi yang nyata
untuk peningkatan kualitas layanan publik. Upaya dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I ikut
serta dalam program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran)
yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu. Hadirnya program
Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dapat membantu
masyarakat yang kesulitan mengurus berkas pada hari Senin-Jum’at,
hal ini terbukti pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa program
Pelataran berjalan dengan efektif berdasarkan penilaian dari pengguna
program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Pelataran di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor I diantaranya, kejelasan tujuan dari
program Pelataran sebagai solusi untuk masyarakat yang hanya
mempunyai waktu untuk mengurus berkas pertanahan padah hari libur,
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kerja Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor I, sikap dan kinerja petugas dalam
melayani masyarakat, perlindungan hukum yang jelas untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melegalitaskan hak
mereka dan menghindari pungli karena program Pelataran di khususkan
untuk pemohon mengurus berkasnya secara langsung tanpa adanya

pihak lain.

58



B. Saran

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

pada program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, peneliti

akan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan serta

evaluasi kedepan, berikut merupakan beberapa saran dari peneliti:

1.

Kantor Pertaahan Kabupaten Bogor I harus tetap mempertahankan
kualitas layanannya terhadap program Pelataran yang telah
mendapatkan kategori efektif yang dihasilkan dari penilaian
masyarakat pengguna program Pelataran dan meningkatkan kualitas
pelayanan agar mendapatkan kepercayaan dari pengguna layanan yang
lebih baik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I perlu mengadakan evalusi
seacara berkala terhadap kendala-kendala yang masih terjadi atau
dikeluhkan oleh pengguna layanan untuk menjaga kuliatas pelayanan
pada program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I perlu melakukan sosialisasi
kepada masyarakat, agar mereka mengetahui sistem antrean bisa
diambil secara offline dan online serta penggunaan aplikasi-aplikasi
yang diperlukan pemohon untuk melengkapi permohona berkasnya.
Peningkatan pada internal Kantor, yaitu pegawai atau petugas layanan
diharapkan agar bisa meningkatkan komptensinya dalam melakukan
pelayanan terhadap masyarakat, agar kualitas layanan pada program
Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I tetap terjaga dan
lebih baik.

Untuk peneliti selanjunya, dapat mengembangkan penelitian terkait
efektivitas program Pelataran di cangkupan yang lebih luas dan tidak
hanya terpacu dengan satu kantor, agar dapat mengetahui serta
memberikan gambaran yang lebih luas lagi terkait dengan program
pelataran sebagai wujud dari inovasi layanan publik di bidang

pertanahan.
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